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DERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR *~ 8 TAHUN ' 1995:

TENTANG .
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS ILALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELTAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ke
lancaran penyelenggaraan pemerintahan -

- dan pelaksanaan pembangunan di Kabu- .
paten Daerah Tingkat II Hulu Sungai
" Selatan khususnya di bidang lalu lin-
tas dan angkutan jalan secara berda -
yaguna dan berhasilguna, maka dipan. -
dang perlu menata kembali Organisasai
dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dasn’

" Angkutan Jalan Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;- |

—— - — e st
. v - -

b. bahwa dengan ditetapkannya’Keputusan;?'

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
1993 tentang Pedoman Organisasi dan

'Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan
Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah Tingkat II, maka Peraturan

" Tatakerja Dinas Lalu Lintas -~ dan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun
1992 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan- Tatakerja Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan
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Mengingat

Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

dengan Surat Keputusan tanggal §.

April 1992 Nomor 03/SK-1/KUM dan
diundangkan .dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Huly
Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1992
tanggal 18 April 1992 Seri D Nomor

Seri 5, dipandang perlu untuk di

tinjau dan ditetapkan kembali ;

bahwa wuntuk maksud tersebut pada
huruf a dan b konsi deran ini perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-undang Nomor
3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan
( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor

72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1288 ) |

. Undang-undang ©Nomor 5 ‘Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037 )

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lem
baran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tam
bahan Lembaran Negara Nomor 3041 )

-
7

: Undang undang Nomor Nomor 13 . Tahun

1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembar
an ‘Negara Nomor 31860 ) Eh

- :
7

.VUndang -undang Nomor 14 Tahun 1992

tentang Lalu Lintas dan Anghutan
Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3480); :
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Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Dae
rah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah
Tingkat ITI ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1993 tentang Lalu Lintas ;

Keputusan Bersama Menteri Perhubung
an dan Menteri Dalam Negeri Nomoor
109 Tahun 1990 dan Nomor $5 Tahun
1990 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tzhun 1220
tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Kepada Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organi
sasi Dinas Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negsri Nomor
14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis
Mengenai Persyaratan, Tatacara Penga
juan, Usul Pengangkatan Dalam Jabatarn
Struktural ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
61 Tahun 1993 tentang Padcman Organi
sasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas
dan 'Angkutan Jalan Daerah Tingkat I
dan Daerah Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peratur
an Daerah dan Peraturan Daerah Per

ubahan ;
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Dengan Persetujuan Dewan
Kabupaten Daera

Menetapkan

i lam Negeri Nom
14. utusan Menteri Da omor
4. Kep 1993 tentang Pola Organisasj

97 Tahun :
Pemerintah Daerah dan wilayah ;

perwakilan Rakyat Daerah

h Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

': DPERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAYH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

TENTANG DEMBENTUKAN, ORGANISAST DAN
TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

B AB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a.
b,

Ele

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu

Sungai Selatan ;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Dzerah Tingkat
IT Hulu Sungai Selatan ;

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disingkat
Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungail
Selatan ;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungali Selatan ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalalh
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerzh Tingkat I1
Hulu Sungai Selatan.

BAB IT
, PEMBENTUKAN, KXEDUDUXAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

<
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Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan.Peraturan3Daerah ini dibeﬁtuk"kembali:Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.. = T -

Bagian - Kedua
Kedudukan

Pasal = 3

(1) Dinas Lalu Lintas adalah pelaksana Pemerint
ah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan
sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas
dan Aangkutan Jalan yang diserahkan kepada Daerah
dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerin .
tah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat
I Kalimantan Selatan. ‘ by B

(2) Dinas LLAJ dipimpin oleh seorang Kepala Dinas .’
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada -
Kepala Daerah. ' A :

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas LLAJ mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas dan
angkutan jalan melaksanakan tugas-tugas pembantuan
yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemer;ntah’A
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. -
Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5.

‘Untuk menyelenggarakan tugas sgbagaimana'dimaksuq
Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas LLAJ mempunyal

fungsi
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a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijax
naan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Dze Sa
Tingkat I Kalimantan Selatan ; ~ah

b. melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kep
sanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubunga

C. melaksanakan pembinaan operasionil sesuai kebjs
sanaan ,yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Jak

ijak
n ;

B AB ITT
ORGANISASI

Bagian Pertama

(1) Susunan Organisasi Dinas LLAJ terdiri dari

Kepala Dinas ; :

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Lalu Lintas ;

Seksi Angkutan ; ~

Seksi Teknis Sarana dan Prasarana ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas LLAJ adalah seba
gaimana terlampir dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. .

Qrodaaabw

Bagian Kedua
Unsur-unsur Dinas LLAJ

Paragraf 1
Sub Bagian Tata Usaha

. Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyail tugas melakukan
koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelo
laan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tanggé,
perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat
Dinas, protokol serta pembuatan laporan Dinas.

Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

g A a
pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usah
mempunyai fungsi - | .
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a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja
Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta
pelaporan ;- e i e S g Ser
melaksanakan pengelolaan urusan keuangan ;
. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyara
kat dan surat menyurat Dinas serta pembuatan
laporan Dinas. - _ e bt i

Qg

Pasal 9

gub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Program ; ' :

p. Urusan Keuangan ;

c. Urusan Kepegawaian dan Umum.

Pasal 10

(1) Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi penyusunan program kerja Dinas, peng
umpulan dan pengolahan data serta pembuatan
laporan. | - ' Py ST

(2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penge
lolaan keuangan. .

(3) Urusan Kepegawaian dan Urusan Umum mempunyai

_tugas . melaksanakan pengelolaan kepegawqign,wvf

pengelolaan urusan perlengkapan, surat menyurat,
‘hubungan masyarakat dan_protokol.

Paragraf 2
* Seksi Lalu Lintas

Pasal 11
‘Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan manaje

men dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten, di
jalan Propinsi dan ‘Nasional yang berada di Ibukota

Daerah serta bimbingan keselamatan dan. penertiban.di

bidang lalu lintas, analisa Daerah rawan kecelakaan
lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan
kecelakaan lalu lintas sesual peraturan perundang-
undangan yang berlaku. e :

Biiros 8
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Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas _sebagalpana. dimaksug
Pasal 11 Peraturan Daerah 1ni, Seksl Lalu Lintag
mempunyai fungsi ]

a. menyiapkan perencanaan, pengaturan, peéngawasan dap
pengendalian lalu 11ntas di jalan Kabupaten, jalan
Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Daerah ;

b. menyiapkan perencanaan.kebutuhan{ pengadaan, danp
penempatan dan pemeliharaan rambu:rambu laly
lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat laly
1intas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi danp
jalan Nasional di Ibukota Daerah ; B

c. menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban di
bidang lalu lintas, analisis Daerah rawan kecelg
kaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan perun
dang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Seksi Lalu Lintas terdiri dari

a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;

b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;

c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyail tugas
menyiapkan perencanaan dan pengaturan lalu lintas
di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan

. Nasional di Ibukota Daerah. o

(2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyal tugas
menyiapkan perencanmaan Kkebutuhan, pengadaan
rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat
pemberi isyarat lalu lintas di Jjalan Kabupaten,
jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota
Daerah. _

(3) Sub Seksi - Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban
mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan
keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas:
analisis daerah rawan kecelakaan lalu 11ntas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. '
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Paragraf 3
Seksi Angkutan

Pasal 15

yang

sarkan peraturan perundang-undangan Yang berlaku.

Pasal 16

atuk menyelenggarakan tugas sebagaiman i

gasal 14 Peraturan Daerah ini, SEEsi A;Zkffﬁfkigg

punyai f'LlIIQSl i

5. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan
orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan
orang ;

b. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan
barang dan pengawasan pengangkutan barang ;

c. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan
orang dan barang tertentu yang bersipat khusus.

Pasal 17

geksi Angkutan terdiri dari :
a. Sub Seksi Angkutan Orang ;
b. Sub Seksi Angkutan Barang;
c. Sub Seksi Angkutan Knusus.

Pasal 18

(1) Sub Seksi Angkutan orang mempunyai tugas menyiabp
kan pemberian bimbingan, izin pengangkutan crang
dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang
didalam Daerah. ] )

(2) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menylap
kan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang
dan pengawasan pengangkutan barang sesual dengan
ketentuan perundang-undangan yang perlaku. -

(3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiab
kan pemberian bimbingan, 1zl pengangkutan orang
dan atau barang tertentu Yyang bersifat Kkhusus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

9
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. p. menyiapkan perencanaa

Paragraf 4
seksi Teknik Sarana dan Prasarang

: Pasal 19
Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempuny
menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi,

erbengkelan umum, pgnataan pemberian jizip ine
Igengke—:-l umum, penunjukan, pengelo.laan' pEng:ildlrlan
meliharaan dan pengembangan terminal, haj olaan,

. alt
penyeberangan dan perparkirail. €. tempat

ai tu
-ugas

Pasal .20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimax
pasal 19 Peraturan Daerah 1ni, Seksi Teknik gg sud
dan Prasarana mempunyai fungsi - rana

imbingan, perizinan bengkel umypy

2. menyiapkan bahan b1 i
gerta pengatur an dan pengendalian susunan alat

tambahan pada kendaraan penum pang umum ;
n penunjukkan lokasi, pemba

pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan
an ketertiban terminal, halte

ta tempat penyeberangan.

ngunar,
fisik dan pengendali
dan tempat parkir ser

Pasal 21

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :
2. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;

b. Sub Seksi Terminal ;

c. Sub Seksi Perparkiran.

Pasal = 22
(1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyal
tugas menyiapkan bahan bimbingan, perizinan
bengkel umum serta pengaturan dan pengendaliah
susunan alat tambahan pada kendaraan penumpand

umum. |
(2) Sub Seksi Terminal wmempunyai
perencanaan penun Jjukan lokasi. pemb
ngembangan, pengelolaan, pemeliharaan
pengendaliaan ketertiban terminal dan halteé:

‘tugas menyiapkal
angunan; p

10
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(3) perencanaan. Pénunjukan 1gkagi — Menyiapkan
engembangﬁ?, gfngelolaan,
mpat Parxir dan tempat
;:ngEndaliaan ketertiban. P9nyeberangan sertg

] Paragraf 5
Unit Pelaksana Teknisg Dinas

Pasal 23

- a teknis pi
mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tucEZSD{EZQ
dibidang terminal dan per parkirap. L 8

dipimpin oleh seoran K

(2) UPTD ; - g epala UPTD yang
perada di Dbawah dan bertanggung §ayw
Kepala Dinas. FENS9Ung Jawab kepada

Pasal 24

(1) UPTD dapat dibentuk setelah memenuhi
tertentu yang ditetapkan oleh Menter
Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD dite

tapkan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kriteria
i Dalam

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas ue%aksa
nakan kegiatan teknis lalu lintaq dan angkutan jalan
sesuai bidang keahlian masing-masing.

. Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenégg dalam jenjagg' jabatan fungsional yang
dipimpin oleh seorang temaga fungsional senéor
selaku Ketua Kelompok yang berada_dl bawah tan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau
Kepala UPTD yang bersangkutan.

11
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(2)
(3)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

Kelompok Jzbatan Fungsional dapat dibagi atas

lompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhanke
Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasark.
sifat, jenis dan beban kerja. an
Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksap

sesuai dengan peraturan perundang-undangan kan
berlaku. Yang

BAB IV
TATA XERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas LLAJ dan UpTp
serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menye
lenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkroni
sasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun
antar satuan organisasi sesuaili dengan tugas
masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas LLAJ wajib
menyelenggarakan koordinasi secara fungsional
dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 28

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk,
membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan
unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang bertada
di lingkungannya.

B AB v
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 29
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan

Selatan atas usul Kepala Daerah sesuail ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12
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Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dian

k2) digerhentlkan Ooleh Gubernur Kepala Daerahggiggizg
I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.

(3) Kepala-kgpala Urusan dap Kepala-kepala Seksi pada
pinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
-Sungal Selatan Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pemben
tukan, Susunan Organisasi Tatakerja. Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan -Kabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan, dinyatakan tidak
berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. | »

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan
nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan.

. Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 16 Nopember 1996

DEWAN DPERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TK II

DAERAH KABUPATEN DAERAH HULU SUNGAI SELATAN,
TINGKAT II HULU SUNGAI |
SELATAN
; Ketua, ~ e
Cap. | - Cap. |
ted. R | ttd.
SOEDARNO . Drs. H. SAIDUL HUDARIE
13



ubernur KePala
eh G I Kalimantan

ingkat
paerah Ting curat Keputusan
selatan denga? 19 Tahun 1996
Nomor . 31 Oktober 1996

. mbaran Daerah
- wan dalam Le
gigﬁggign paerah Tingkat IT Hulu

1 Gelatan
Sungal “ 6

Nomor ; 2 Desember 1996
1996

pada tanggal
Tahun
Seri

i

A =T h ] TINGKAT II

N \___’/': .

\<§“6A15“f'

=== pembina UtAma Muda
' NIP. 010 045 675

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,

ZAIN] FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

14

Dipindai dengan CamQcanner



User
Placed Image


i
|
i
¢
i

A0VAQTINAIVS "1 a

P .
EHTY

- ‘NVIVEIS IVONNSQ'INH -
ILLVIONLL HVUSVA VIV LLVINg

\.\\\.ﬂzhhl“l\.ll.l/ : R
“3 DAL
w 0y :
0nto .:Z ,. .. OV
-w /
< \
. Y
. ONMVOHOR
LIRLAS \ %m P s
Lags-—/ L way 5
AV 1S IVOINNS Q' .

« uz: TIVAKIV T NELLY ALY
%E ,:5.: Ve A PVASVI NV IMVAM YD NVAHIC

YA .

[ atdqn ] S dLdn
L e ireeem = winm s s meiremd
T L NVOLMELL ¥ NVIVIN
NVIRTAvaiad | [SASOTNVIMIDNV] | = VEISIN NVONIOWI
B ISHHS NS , ISHHS €NS ISHAS $1N5 L
MTTTIVNTWH AL )| [ORVAIV z&bxczﬁl L d.aﬁ_.ﬂﬁ.,qg«ﬂ_:: B s e iescosal )
I - s ISMAS 808 P ISMIS 80S . :
NVTETADNIMIEd ¥ ANAA] _§ [[ONVHONVINNONV]| | .| |_ [ SVINITWIVT RAAHVNV J,.\,zozoz:_zfés
. IS 1N il ISMHS (NS 1M uny NOAWOT -
- ... PR ——— : S e e _ I et ;
VNVIIVEVAL NV ‘ _ SRR
VNVHVS MINNAL NV.LOXONV SVINIINIV
Lo e SAS o ASAEHS ememmeem ISHUS
A I —d :
_-z.qolzaw.‘.j [ WVADOHd 7 |7 WAINA % OHa o
|Nvsawal | ___Nvsawa L Nvsnian
VIIVSN VIV -
~_1<_._.~<.._..,_:,m.,_ ST
SR Y

661 1ouiadoy 9y ¢ _swf.d:.:._..
Y UL SRR I TV TR IN
VI wedung nmngg | eydury,
—_—:D:A— ’—u_::—:_.—!vu.— f——-:._-..1—~ ._--..—ﬂwl-n-._.. Z<d=-—v‘/~.ﬂ

[T A )

NV.LV IS

IVONNS (VINH 1T EVYONTL TIVEIVE NALL VANV NVEIVE

NVLANONY NV SVINIT Y IVISYNITEISYSINVE RO O EMILLS NVOVIL

Dipindai dengan CamQcanner



